BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah harus
dilakukan secara tertib, efesien, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum  dalam  pelaksanaan penjabaran anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024
diperlukan pengaturan yang komprehensif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



| Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
‘ Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
{ Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
| Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
' PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Bupati adalah Bupati Tabanan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

;o D

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

-



6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
Pasal 2
APBD terdiri atas :
a. Pendapatan Daerah,
b. Belanja Daerah, dan
c. Pembiayaan Daerah.
Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp.2.135.356.172.970,00 (dua triliun seratus tiga puluh
lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh dua
ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a direncanakan sebesar Rp.576.962.785.630,00 (lima
ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh
dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga
puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.



(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.189.820.950.000,00 (seratus
delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.18.822.778.900,00 (delapan belas
miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh
puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.8.870.988.000,00 (delapan miliar delapan ratus
tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.359.448.068.730,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar
empat ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan
ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.189.820.950.000,00 (seratus delapan puluh sembilan
miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Hotel,

o

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

& o

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah,;

T @ om0

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2); dan

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas

miliar rupiah).

&
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(1)
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Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah).
Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.1.560.000.000,00 (satu miliar lima
ratus enam puluh juta rupiah).
Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah).
Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh
juta rupiah).
Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp.850.950.000,00 (delapan ratus lima
puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.21.600.000.000,00 (dua puluh satu
miliar enam ratus juta rupiah).
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp.100.800.000.000,00 (seratus miliar delapan ratus
juta rupiah).

Pasal 6
Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.18.822.778.900,00 (delapan belas miliar delapan ratus dua
puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan
ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.
Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.11.185.000.000,00 (sebelas
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